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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG 

TATA CARA PENYELENGGARAAN  

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

  

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 

14 ayat (3), Pasal 18, Pasal 22 dan Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 
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3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5490); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 294); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5941); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan 

Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung 

Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah; 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.33/MenLHK-II/2016 tentang Adaptasi 

Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 521); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA 

PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 

STRATEGIS. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya 

disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau 

Program. 

2. Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah 

Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota yang 

bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi 

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. 

3. Direktur Jenderal adalah eselon I yang 

menyelenggarakan fungsi di bidang  planologi kehutanan 

dan tata lingkungan. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan 

Lingkungan Hidup.  

 

Pasal 2  

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan 

KLHS, yang meliputi: 

a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib 

dibuat dan dilaksanakan KLHS; 

b. pembuatan dan pelaksanaan KLHS; 

c. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; 

d. validasi KLHS; dan 

e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi KLHS. 
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BAB II 

KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM YANG WAJIB 

DIBUAT DAN DILAKSANAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 

STRATEGIS 

 

Pasal 3  

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, 

gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya wajib membuat KLHS untuk memastikan 

bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau 

Program. 

(2) KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan atau 

evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat: 

a. nasional;  

b. Daerah provinsi; dan  

c. Daerah kabupaten/kota. 

 

Pasal 4  

(1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 

terdiri atas: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta 

rencana rincinya; 

b. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan; 

c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; 

d. Rencana Tata Ruang Laut Nasional; 

e. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau pulau 

kecil beserta rencana rincinya; 

f. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional 

Tertentu Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar; 

g. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan 

Konservasi Perairan; 

h. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan 

Ekonomi Tingkat Nasional;  
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